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KEBIJAKAN MENGENAI PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ATAU PERDAGANGAN DAGING ANJING DI KABUPATEN KARANGANYAR

(DITINJAU MELALUI KONSEP ANIMAL WELFARE DAN KAIDAH FIQH ADZ-DZARI’AH) 
Abstrak

Tingginya jumlah pengkomsumsian daging anjing di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran bagi keamanan dan kesehatan masyarakat, sekaligus membawa isu tersendiri terhadap kesejahteraan hewan yang terkesampingkan oleh adanya fenomena tersebut, sehingga guna memperbaiki keadaan tersebut pemerintah selaku pemegang fungsi regulator menerbitkan surat edar nomor 9874/Se/Pk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing yang tujuannya untuk menjamin tersedianya bahan pangan yang aman bagi masyarakat dan tercapainya kesejahteraan hewan. Penelitian ini mengkaji kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing yang di Implementasikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang kemudian dianalisis dengan Konsep Animal Welfare dan Kaidah Fiqh Adz-Dzari’ah. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan tersebut telah di Implementasikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yang mana pengimplementasiannya telah memenuhi konsep Animal Welfare, dan berdasarkan kaidah fiqh adz-dzariah kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin terlindunginya Maqashid Syari’ah.

Kata Kunci: Adz-Dzari’ah, Animal Welfare, Kebijakan, Maqashid Syari’ah. 


Abstrack


The high number of dog meat consumption in Indonesia has raised concerns for the safety and health of the community, while bringing a separate issue to the welfare of animals that were ruled out by the phenomenon, so as to improve the state of the government as the regulator function holder issued the number of 9874/Se/Pk. 420 Food that is safe for the community and the achievement of animal welfare. This study examines the policy of improving supervision on the circulation or trafficking of dog meat implemented by the local government of Karanganyar Regency which was then analyzed by the concept of Animal Welfare and the rule of Fiqh Adz-Dzari'ah. The method used by the author is a descriptive study with a yuridis-empirical approach. The results showed that the policy has been implemented by the local government of Karanganyar Regency, where the implementation has fulfilled the concept of Animal Welfare, and based on the principles of Fiqh Adz-Dzariah The policy seeks to guarantee the protection of Maqashid Syari'ah.
Keywords: Adz-dzari'ah, Animal Welfare, Policy, Maqashid Syari'ah.
1. PENDAHULUAN
Berdasarkan data pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh komunitas Dog Meat Free (Komunitas Indonesia bebas daging anjing) terdapat sekitar 1.000.000 anjing yang dibunuh setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia , padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, daging anjing bukanlah termasuk kategori bahan pahan, sebab daging anjing tidak memenuhi unsur keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pangan yang menyatakan:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”
Selain daripada itu, dalam mengusahakan pemenuhan pasokan daging anjing bagi masyarakat para pedagang tidak segan mengusahakan  melalui proses yang bertentangan dengan hukum yaitu melalui penangkapan, pencurian, serta pendistribusian yang tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang jelas (Dog Meat Free Indonesia, 2019). Fakta mengenai adanya kekerasan dan tingginya pengkonsumsian terhadap anjing membawa implikasi pada terabaikannya kesejahteraan hewan dan lemahnya pengawasan terhadap pengendalian penyakit zoonosis yang dibawa oleh anjing.
Berdasarkan kondisi yang sedemikian, maka pemerintah melalui Kementerian Petanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9874/SE/PK.420/F/09/2018 yang ditujukan kepada segenap Instansi yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan di tataran pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing di tengah-tengah masyarakat.  Adanya kebijakan tersebut merupakan bentuk kemajuan dalam mengusahakan tercapainya konsep animal welfare (Kesejahteraan hewan) yang selama ini diidam-idamkan oleh aktivis pegiat hewan, selain itu juga dipandang sebagai langkah dalam mengusahakan terjaminnya bahan pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Meskipun lahirnya kebijakan ini diilhami oleh pemikiran yang baik dari stakeholder mengenai bagaimana hewan perlu diperlakukan secara baik dan dijamin hak hidupnya, nyatanya penerbitkan kebijakan tersebut menimbulkan masalah, yakni adanya anggapan dari beberapa kalangan yang menilai kebijakan tersebut  bersifat diskriminatif serta menciptakan jurang pengangguran sebab banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari usaha daging anjing. Selain daripada itu, pada praktiknya implementasi kebijakan juga mengalami sejumlah perkembangan sebagai contoh di Kabupaten Karanganyar yang berkembang menjadi kebijakan larangan peredaran atau perdagangan daging anjing, dimana segala bentuk aktivitas perdagangan daging anjing dilarang. Kebijakan mengenai larangan peredaran atau perdagangan daging anjing di Karanganyar diumumkan oleh Bupati ditujukan untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengkonsumsian daging anjing, oleh karenanya pihaknya akan segera menutup semua warung yang menjual masakan berbahan daging anjing di Karanganyar (Kompas.com, 2019). 
Perluasan pemaknaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Karanganyar merupakan konkritisasi dari peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebutkan :

“Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.”


Di Daerah Karanganyar kebijakan ini mendapatkan sejumlah reaksi kurang baik dari beberapa pedagang makanan berbahan daging anjing, mereka berdalil  adanya kebijakan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi warga dan membuka akses sebesar-besarnya bagi pengangguran serta belum adanya payung hukum berupa peraturan daerah yang jelas mengenai pelarangan peredaran atau perdagangan daging anjing di Karanganyar.

Berkaitan dengan adanya permasalahan yang melingkupi pelaksanaan kebijakan mengenai peningkatan dan pengawasan terhadap peredaran atau

perdagangan daging anjing di Karanganyar sebagaimana diutarakan di atas, untuk menyelesaikan hal tersebut dalam Islam telah dikenal adanya Kaidah Fiqhiyyah, Kaidah fiqhiyyah merupakan simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqahâ dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam berbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer (Syamsul Hillal, 2013). Berkenaan dengan hal tersebut maka kaidah Fiqhiyyah yang tepat untuk mengkaji dan mengkonstruksikan suatu solusi terhadap implementasi kebijakan adalah kaidah fiqhiyyah  Adz- Dzariah . 

Berdasar uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan suatu problematika sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan mengenai peningkatan pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing di Wilayah Kabupaten Karanganyar?, dan Bagaimanakah kebijakan mengenai peningkatan pengawasan peredaran atau perdagangan daging  anjing di Kabupaten Karanganyar ditinjau dari konsep animal welfare dan kaidah fiqh adz-dzari’ah?. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dari kebijakan mengenai peningkatan pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing di wilayah kabupaten karanganyar dan relevansinya dengan konsep animal welfare dan  kaidah adz-dzariah. Selain daripada itu, manfaat adanya penelitian adalah Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya kaitannya dengan kebijakan Pemerintah dalam mengupayakan terealisasikannya konsep Animal Welfare.
2. METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  analistis yaitu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yaitu tentang implementasi kebijakan mengenai peningkatan pengawasan Peredaran atau perdagangan daging anjing tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Metode pendekatan dengan yuridis-empiris maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku, situs internet yang terkait dengan objek yang akan dikaji dan melakukan pencarian data di lokasi penelitian. Analisa data ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Peningkatan Pengawasan Peredaran Atau Perdagangan Daging Anjing Di Wilayah Kabupaten Karanganyar
Pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing yang dilaksanakan di daerah Karanganyar merupakan tindaklanjut dari instruksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tepatnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana kebijakan tersebut bersubstansikan himbauan kepada segenap instansi daerah untuk melakukan langkah pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan daging anjing secara sistematis di daerah masing-masing. Pelaksanaan kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan daging anjing yang kemudian berkembang menjadi pelarangan peredaran atau perdagangan daging anjing di Karanganyar yang di Instruksikan oleh Bupati Juliatmono secara rinci dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut : 
1) Sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit rabies (zoonosis) ke masyarakat, 

2) Ada pertimbangan anjing bukanlah termasuk hewan ternak  sehingga pemanfaatannya yang signifikan sebagai bahan pangan tidaklah dapat dibenarkan, 
3) Adanya asumsi bahwa daging anjing yang diperoleh berasal dari luar wilayah karanganyar yang notabenenya belum dapat dikatakan bebas dari rabies sehingga menimbulkan kekhawatiran, 
4) Adanya desakan dari komunitas pecinta satwa kepada Pemerintah Daerah Karanganyar untuk segera melaksanakan kebijakan tersebut (Sutiyarmo, 2020).
Berkaitan dengan  kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Karanganyar tidaklah secara menyeluruh sesuai dengan instruksi dalam surat edar nomor 9874/SE/PK.420/F/09/2018, namun disesuaikan pada kultur pemerintahan dan kebutuhan sosial masyarakat yang ada.
Berikut dapat diuraikan tahapan pelaksanaan kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing oleh Pemerintahan Daerah Karanganyar :
1) Pra Pelaksanaan Kebijakan (Pra Implementasi Kebijakan)

a) Diskusi Publik
Diskusi yang dilakukan merupakan diskusi publik terbuka yang dilakukan oleh Bupati, Pimpinan Dinas dan komunitas Pecinta Satwa yang pada saat itu diwakilkan oleh komunitas Dog Meat Free Indonesia pada tanggal 18 Juni 2019. Pada Diskusi ini dicapai kesepakatan bahwasannya segala bentuk peredaran atau perdagangan daging anjing yang ada di wilayah Karanganyar dilarang (Sutiyarmo, 2020).
b) Melakukan Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan. Perumusan kebijakan ini tersusun atas : 1) Penyusunan Agenda, 2) Formulasi Kebijakan, 3) Adopsi Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan, dan 5) Penilaian Kebijakan (Dunn, 2006).

2) Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi Kebijakan)

a) Pendataan dan Survey Lapangan

Setelah dilakukannya pendataan dan survey lapangan serta analisis data secara akurat diketahui banyaknya pelaku usaha kuliner berbahab daging anjing mencapai 53 orang, terdiri dari pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Karanganyar  maupun Warga Karanganyar yang berkegiatan usaha di luar wilayah karanganyar.

Berikut adalah data persebaran pelaku usaha kuliner berbahan daging anjing yang berhasil dihimpun oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar :
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Gambar 1. Daftar pelaku usaha kuliner berbahan daging anjing di karanganyar

b) Sosialisasi dan Pemberian Dana Kompensasi Alih Profesi

Dalam sosialisasi tersebut pelaku usaha diharapkan untuk beralih usahanya ke usaha lain yang lebih layak serta menutup usaha kuliner daging anjing selamanya (alih profesi). Dalam alih profesi tersebut pemerintah telah menyediakan dana kompensasi sebanyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) bagi tiap pelaku usaha yang mau melaksanakan kebijakan. Bagi pelaku usaha yang tidak setuju (menolak) kebijakan ini pemerintah daerah menghimbau mereka untuk menutup usahanya atau tidak berkegiatan usaha di karanganyar (pindah) bagi yang tetap berkegiatan akan dikenai sanksi (Sutiyarmo, 2020). Berdasarkan data terdapat sebanyak 34 orang pelaku usaha kuliner ongan menerima dana kompensasi alih profesi, serta terdapat 19 orang yang menolak kebijakan tersebut.
c) Pembinaan 

Pembinaan bagi pelaku usaha kuliner daging anjing yang menerima kebijakan untuk beralih profesi dilakukan dengan pemberian arahan  untuk membuka usaha yang lebih layak dan bermanfaat, selain itu ada juga pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah karanganyar bagi pelaku usaha yang mengalami kesusahaan (Yusuf Ihsanu Irham, 2020). Alih profesi yang diarahkan oleh pemerintahan daerah sendiri sering kali masih berkorelasi dengan pekerjaannya terdahulu seperti berjualan ataupun usaha lain yang produktif.

d) Sosialisasi Ke Masyarakat

Untuk sosialisasi kebijakan ini ke tengah-tengah masyarakat pemerintah daerah karanganyar memanfaatkan platform media, baik online ataupun cetak maupun memanfaatkan Radio sebagai sarana edukasi (Sutiyarmo, 2020). Sosialisasi  yang dilakukanpun juga dibantu oleh beberapa komunitas pecinta satwa ataupun LSM yang berkecimpung dalam perlindungan hewan domestik melalui platform medianya. 
3) Pasca Pelaksanaan Kebijakan

a. Monitoring dan Evaluasi

Berkenaan dengan monitoring dari pelaksanaan kebijakan ini ditingkat daerah oleh Pemerintahan Daerah Karanganyar masih dalam tahap pengkajian dan pengkonsepan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, akan tetapi pada tingkatan yang bawah (kecamatan dan desa) terdapat beberapa camat dan kepala desa yang menggunakan perangkatnya untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan tersebut (Sutiyarmo, 2020).
3.2 Kebijakan Mengenai Peningkatan Pengawasan Peredaran Atau Perdagangan Daging Anjing Di Kabupaten Karanganyar Ditinjau Dari Konsep Animal Welfare Dan Kaidah Fiqh Adz-Dzari’ah
3.2.1 Ditinjau Dari Konsep Animal Welfare 

Serangkaian tindakan dalam pelaksanaan (Implementasi) kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing yang berkembang ke arah pelarangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapatlah dianggap sebagai sebuah nafas baru dalam langkah merealisasikan konsep kesejahteraan hewan (Animal Welfare)  karena adanya kebijakan ini akan menghentikan penyiksaan terhadap anjing. Disamping itu kebijakan tersebut merupakan aktualisasi dari supremasi hukum yang akan mempengaruhi tertib hukum dalam masyarakat. Yang mana dengan adanya pelaksanaan kebijakan tersebut masyarakat akan terdorong untuk lebih memperhatikan pemenuhan terhadap hak kesehatan dan kesejahteraan hewan, mengingat sebelum adanya pelaksanaan kebijakan tersebut praktik peredaran atau perdagangan daging anjing di Karanganyar marak terjadi tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pengaturan hukum yang tegas dari instansi terkait, yang berimplikasi membuka akses terhadap meningkatnya tindakan kriminal (pencurian dan penganiayaan) serta praktik brutal penyiksaan anjing.

Pelaksanaan kebijakan di daerah Karanganyar oleh Pemerintah dapatlah dianalisis sebagai upaya dalam merealisasikan 5 prinsip kebebasan hewan, sebagaimana dijelaskan World Society for Protection of Animals (WSPA), yang terdiri atas :
a. Bebas dari rasa lapar dan haus;

b. Bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;

c. Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; 

d. Bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
e. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya. (Office International des Epizooties).
Untuk melihat relevansi antara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan konsep animal welfare dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Relevansi pelaksanaan kebijakan dengan konsep animal welfare
	No
	Prinsip
	Esensi
	Relevansinya Dalam Kebijakan di Karanganyar

	1
	Bebas dari rasa haus dan lapar (Freedom from hunger and thirst)
	-Tidak membiarkan hewan dalam kondisi lapar dan kehausan
	-Dengan adanya pelarangan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing tentu telah membuat anjing-anjing tidak terhalangi dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sebab dengan adanya kebijakan ini akan menghentikan praktik distribusi anjing yang mengakibatkan anjing-anjing harus menempuh perjalanan jauh tanpa makan dan minum.

	
	
	-Tidak menghalang-halangi hewan dalam upayanya memenuhi kebutuhan pangan.


	

	2
	Bebas dari  rasa ketidaknyamanan (Freedom from discomfort) 

	-Hewan tidak diperlakukan secara kasar, berlebihan dan tidak sesuai untuk peruntukannya.


	-Pemerintah Daerah Karanganyar menetapkan bahwa daging anjing bukanlah bahan pangan, sehinga peruntukan anjing sebagai salahsatu sumber pangan tidaklah dibenarkan.

	
	
	-Hewan haruslah diberikan keleluasaan untuk membuat dirinya nyaman dalam suatu lingkungan dimana dia tinggal dengan tetap menjaganya dari kemungkinan yang mengakibatkan kebebasan ini terlanggar.
	-Pelaksanaan kebijakan akan berimplikasi terhadap menurunnya praktik pencurian anjing yang selama ini terjadi, sehingga anjing-anjing tersebut dapat hidup nyaman dalam lingkungan dimana dia tinggal.

	3
	Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit   (Freedom from pain, injury and disease) 

	-Hewan haruslah memperoleh jaminan yang mana kesehatannya diperhatikan oleh elemen sosial dimana ia tinggal dan berkembang.
	-Pemerintah Daerah Karanganyar tiap tahun mengadakan pengambilan sample otak anjing untuk di uji hasil pemeriksaan kesehatannya guna mencegah HPR (hewan Pembawa Rabies)

	4
	Bebas untuk mengekspesikan perilaku alamiah (Freedom to express normal behaviour) 

	-Memberikan kebebasan pada hewan untuk berinteraksi sosial maupun melakukan perkawinan.
	-Dalam pertimbangannya Bupati Karanganyar melihat pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan hak kepada anjing untuk dapat hidup sesuai dengan kodrat alamiahnya.

	
	
	-Membolehkan hewan untuk bertindak sesuai insting alamiahnya tanpa ada kekangan dari manusia secara berlebihan.
	

	5
	Bebas dari ketakutan dan rasa tertekan  (Freedom from fear and distress)

	-Memastikan bahwa kondisi dan perlakuan yang diterima hewan peliharaan bebas dari segala hal yang menyebabkan rasa takut dan stress seperti konflik dengan spesies lain dan gangguan dari predator maupun aktivitas manusia.
	-Pemerintah Daerah Karanganyar melarang adanya praktik penangkapan dan praktik kekerasan terhadap anjing


3.2.2 Ditinjau Dari Kaidah Fiqh Adz-Dzariah

Kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing merupakan langkah yang harus dihadirkan guna menekan merebaknya fenomena masyarakat mengkonsumsi daging anjing, yang mana hal ini akan merusak tatanan akidah yang ada, sebab bagaimanapun anjing adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan keamanan umat manusia, sehingga adanya kebijakan tersebut secara langsung maupun tidak telah relevan dalam upaya perlindungan terhadap al-kulliyah al-khamsah yang menjadi tujuan dari adanya maqashid syari’ah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Relevansi pelaksanaan kebijakan dengan maqashid syariah

	No
	Al-Kulliyah Al-Khamsah
	Uraian

	1
	Menjaga Agama dan Keyakinan (ḥifẓud-din)
	Sebagaimana diketahui anjing dalam Islam tidaklah termasuk sebagai bahan pangan, sebab di dalamnya mengandung dzat-dzat yang merugikan tubuh, sebab dalam firmannya Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum dari yang halal dan baik  yang berasal dari bumi (Q.S. Al-Baqarah:168), dengan begitu adanya pelarang terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing  dapatlah dimaknai sebagai upaya memelihara akidah dalam agama.

	2
	Menjaga jiwa (ḥifẓun-nafs)
	Diketahui bahwa dalam daging anjing terdapat resiko penyakit zoonosis yang dapat diturunkan kepada manusia, seperti : Rabies, Trichinosis, Bakteri e-coli dan Salmonela, yang membahayakan keselamatan jiwa manusia. Sehingga dengan adanya kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing maka keamanan dan kesehatan warga masyarakat akan terjamin melalui pelaksanaan pengawasan dalam kebijakan tersebut.

	3
	Menjaga keturunan (ḥifẓun-nasl)
	Pelaksanaan kebijakan dapat menjaga keturunan dari mudharat pengkonsumsian daging anjing, sebab adanya pengkonsumsian daging anjing yang tidak memberikan dampak baik bagi kesehatan manusia tentunya dapat membahayakan keberlangsungan umat manusia.

	4
	Menjaga akal atau intelektual (ḥifẓul-‘aql)
	Kekerasan terhadap anjing bukanlah sesuatu yang berasal dari pemikiran dan nurani sehat manusia, sehingga berbagai tindakan kejam yang terjadi pada anjing guna dijadikan bahan pangan adalah tindakan yang keliru. Dengan demikian, kebijakan ini akan menjaga akal manusia agar tetap sejalan dengan kebaikan.

	5
	Menjaga harta atau properti (ḥifẓul-mal).
	Sebagaimana diketahui dalam mengupayakan pemenuhan terhadap kebutuhan daging anjing pemasok tersebut tidak jarang melakukan tindakan pidana berupa pencurian anjing yang mana ini tentu sangatlah tidak sesuai dengan adanya maqashid syari’ah, maka untuk menurunkan trend tersebut kebijakan ini sangatlah sesuai.


Pelaksanaan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan anjing di Karanganyar belumlah dapat dikatakan diterima secara baik maupun terlaksana secara maksimal. Hal ini didasarkan dari berbagai fakta yang menjelaskan masih terdapatnya beberapa problematika berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Problematika tersebut pada hakikatnya timbul karena pelaksanaan kebijakan tersebut yang dinilai terlalu terburu-buru untuk dilaksanakan tanpa ada kajian yang lebih dalam, untuk hal yang demikian maka dapatlah menggunakan kaidah Fiqh. Kaidah Fiqh yang tepat untuk mengkaji dan mengkonstruksikan suatu solusi terhadap implementasi kebijakan tersebut adalah kaidah fiqhiyyah  Adz- Dzariah.

Berikut adalah konstruksi penyelesaian problematika dalam Implementasi atau pelaksananaan kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing di Karanganyar berdasarkan kaidah fiqh Adz-Dzari’ah :

Tabel 3. Konstruksi Penyelesaian Problematika pelaksanaan kebijakan berdasarkan kaidah fiqh Sad Adz-Dzari’ah

	Kaidah Fiqh Sad Adz-Dzari’ah
	Tindakan
	Tujuannya

	Sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif, ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. (Nurdin Baroroh, 2017)
	Pengawasan di Lapangan
	Dengan adanya pengawasan di lapangan oleh Dinas maupun aparatur pemerintahan daerah terkait, akan mampu mengurangi praktik pengkonsumsian daging anjing di masyarakat. Selain itu, dengan adanya pengawasan diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan maksimal sehingga tidak ditemukan pedagang yang melanggar kebijakan tersebut

	
	Tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan /SKKPH) khusus untuk daging anjing.
	Untuk menghindari penyalahgunaan status kesehatan keamanan produk hewani  dikarenakan pada hakikatnya anjing bukanlah pangan dan tidak memenuhi unsur keamanan pangan

	
	Monitoring dan Evaluasi
	Adanya monitoring dan evaluasi dapatlah dijadikan sebagai sarana dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut ke depannya, monitoring dan evaluasi perlu dijalankan sebagai wahana untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan terhadap dana kompensasi alih usaha yang telah diberikan oleh pemerintah dan melihat sejauh mana usaha masyarakat berkembang.

	
	Penerbitan Peraturan Daerah Karanganyar Mengenai Pelarangan Peredaran atau Perdagangan daging anjing
	Dengan diterbitkannya peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur mengenai peredaran atau perdagangan Karanganyar akan memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dan keberlangsungannya, selain daripada itu dengan diterbitkannya Perda Oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mempertegas dan mempertajam aturan yang sudah ada berkenaan dengan pengawasan kesehatan bahan pangan dari hewan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 

	
	Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Maupun Pembeli Daging Anjing
	Untuk mempertegas komitmen Pemerintah Daerah Karanganyar dalam menghentikan praktik peredaran atau perdagangan daging anjing ditengah masyarakat, sehingga adanya sanksi ini akan memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat.


Tabel 4. Konstruksi Penyelesaian Problematika pelaksanaan kebijakan berdasarkan kaidah fiqh Fath Adz-Dzari’ah
	Kaidah Fiqh Fath Adz-Dzariah
	
Tindakan

	Tujuan

	Sebuah metode hasil yang bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan. (Wahbah Zauhaili, 1999)

	Pembinaan Berkelanjutan
	Sebagaimana diketahui pelaksanaan kebijakan di Karanganyar belumlah disertai dengan adanya pebinaan yang berkelanjutan, sehingga para pelaku usaha yang beralih profesi memerlukan waktu untuk adaptasi yang lama serta kesulitan dalam menjalankan usaha yang baru

	
	Menjalin kerjasama dengan LSM dan Komunitas Pecinta Satwa secara berkesinambungan
	Pelibatan LSM dan Komunitas Pecinta Satwa dalam pelaksanaan kebijakan ini merupakan sesuatu yang wajib dihadirkan, sebab peranan dari keduanya adalah sangat signifikan dalam mengawal efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut di tengah-tengah masyarakat, bahkan berdasarkan wawancara dengan RSAT Palangkaraya menyatakan LSM dan Komunitas akan bersedia membantu pemerintah untuk mengawal kebijakan tersebut secara sistematis dan penuh tanggungjawab

	
	Memperkuat peranan para pihak dalam kebijakan 
	Penguatan peranan para pihak sejatinya sesuatu yang perlu dihadirkan dan dilaksanakan mengingat besarnya tujuan yang hendak dituju, maka proses pelaksanaan kebijakannyapun perlu adanya mekanisme kerja yang baik antar pemangku kebijakan


4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa Pelaksanaan Kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan daging anjing pada hakikatnya sudah memenuhi instruksi dalam surat edar nomor 9874/SE/PK.420/F/09/2018 tetapi dengan penyesuaian terhadap kultur pemerintahan dan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan dari kebijakan tersebut menjadi : Pra Pelaksanaan Kebijakan (Pra Implementasi Kebijakan); Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi Kebijakan); Pasca Pelaksanaan Kebijakan.
Bahwa pelaksanaan (Implementasi) kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing yang berkembang ke arah pelarangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapatlah dianggap sebagai langkah merealisasikan konsep kesejahteraan hewan (Animal Welfare)  karena adanya kebijakan ini akan menghentikan penyiksaan terhadap anjing juga memenuhi konsep animal welfare, Sedangkan ditinjau dari kaidah fiqh adz-dzari’ah pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk melaksanakan maqashid syari’ah yang bertujuan untuk melindungi Al-Kulliyah Al-Khamsah serta berdasarkan kaidah ini dapatlah diformulasikan solusi guna menyelesaikan problematika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Karanganyar yang dikelompokkan menjadi 2, yakni : 
1) Berdasarkan kaidah fiqh sad adz-dzariah, seperti : Pengawasan di Lapangan, Tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan /SKKPH) khusus untuk daging anjing, Monitoring dan Evaluasi, Penerbitan Peraturan Daerah Karanganyar Mengenai Pelarangan Peredaran atau Perdagangan daging anjing, serta penerapan sanksi bagi pelaku maupun pembeli daging anjing.

2) Berdasarkan kaidah fiqh fath adz-dzari’ah, seperti : Pembinaan Berkelanjutan, Menjalin kerjasama dengan LSM dan Komunitas Pecinta Satwa secara berkesinambungan, dan Memperkuat peranan para pihak dalam kebijakan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dengan hal ini memberikan saran sebagai berikut: 
a) Dalam melaksanakan kebijakan mengenai peningkatan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing oleh pemerintah daerah karanganyar sebaiknya dikaji secara mendalam melalui pendekatan yang bersifat antropologi dan kultural,
b) Perlunya sinergitas antar instansi pemerintahan daerah di karanganyar dalam melaksanakan kebijakan tersebut, mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang ada maka untuk menangani hal tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antar instansi, serta,

c) Perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait guna membantu pelaku usaha yang menjalankan alih profesi untuk mengembangkan usahanya.
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